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Lampiran 1 Butir-Butir Pertanyaan Wawancara 

BUTIR-BUTIR PERTANYAAN WAWANCANA 

TAHAP 1 

 

NO PERTANYAAN 

 Narasumber : Bapak Aris Purwanto Kabid Akuntansi sekaligus 

merangkap sebagai PRT Kabid Perbendaharaan di Badan Pengelolaan 

Pendapatan, Keuangan dan Aset Pemerintah Kabupaten Probolinggo 

1 Bagaimana Gambaran Umum atau Profil yang bapak ketahui mulai dari awal 

berdirinya kantor tersebut dan bisa menjadi Badan Keuangan Daerah 

Kabupaten Probolinggo ? 

Jawaban : 

 

Mengingat Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Probolinggo merupakan SOPD baru di lingkungan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Probolinggo sesuai PP 18 Tahun 2016, hasil 

penggabungan SOPD Bagian Pengelolaan dan Pengadaan, Dinas 

Pengelolaan keuangan Daerah dan Dinas Pendapatan, maka kinerja 

pelayanan yang telah diberikan sampai tahun 2018 adalah bahwa 

pengelolaan keuangan dan asset daerah telah dilakukan dengan bekerjasama 

dengan SKPD lain. 

Dengan adanya beberapa perubahan kondisi masyarakat dan tantangan yang 

dihadapi Kabupaten Probolinggo, maka Badan Pengelolaan Pendapatan, 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo harus menyesuaikan 

visinya untuk tahun 2014-2016 yang lebih menantang, berorientasi pada 
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kepentingan masyarakat, bersifat jangka panjang, memberikan kekuatan dan 

mengilhami, berorientasi pada perubahan-perubahan dan masa depan yang 

diharapkan, maka RENSTRA BK harus (1) mencerminkan apa yang ingin 

dicapai, (2) memberikan arah dan fokus strategi yang jelas (3) menjadi 

perekat dan menyatukan berbagai gagasan stratejik (4) memiliki orientasi 

terhadap masa depan. 

Sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Badan 

Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Probolinggo mempunyai perbedaan dengan Organisasi Perangkat Daerah 

lainnya dalam rekening belanja tidak langsung yang dikelolanya. Selain 

Belanja Pegawai sebagaimana Organisasi Perangkat Daerah lainnya, Badan 

Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Probolinggo juga mengelola rekening-rekening  belanja hibah, bantuan 

sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, rekening belanja tidak terduga 

yang menyebabkan besarnya belanja tidak langsung pada Badan Pengelolaan 

Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo . 

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi 

selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Selama tahun 2013 Kabupaten 

Probolinggo mengalami defisit anggaran yang ditutupi oleh pembiayaan 

yang di dapat dari penerimaan daerah dari pos sisa lebih perhitungan 

anggaran tahun lalu (SILPA) dan penerimaan piutang daerah. 
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2 Bagaimana Visi dan misi pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten 

Probolinggo ? 

Jawaban : 

 

Semua Visi dan Misi Badan mengacu pada Visi Misi dan Peraturan yang 

ditetapkan oleh Bupati. 

3 Seperti apa susunan Struktur kelembagaan atau Struktur Organisasi pada 

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo? 

Jawaban : 

 

a. Kepala Badan. 

b. Sekretariat, membawahi: 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

2. Kelompok Jabatan Fungsional. 

c. Bidang Anggaran, membawahi: 

1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran. 

2. Sub Bidang Kebijakan Anggaran. 

3. Kelompok Jabatan Fungsional. 

d. Bidang Perbendaharaan, membawahi: 

1. Sub Bidang Penatausahaan Belanja Daerah. 

2. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah. 

3. Kelompok Jabatan Fungsional. 

e. Bidang Akuntansi, membawahi: 

1. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan. 
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2. Sub Bidang Akuntansi Belanja. 

3. Kelompok Jabatan Fungsional. 

f. Bidang Pengelolaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahi: 

1. Sub Bidang Penatausahaan dan Penggunaan Barang Milik 

Daerah. 

2. Sub Bidang Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan Dan 

Penghapusan. 

3. Kelompok Jabatan Fungsional. 

g. Bidang Pendapatan, membawahi: 

1. Sub Bidang Penetapan. 

2. Sub Bidang Penagihan. 

3. Kelompok Jabatan Fungsional. 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

i. UPT. 

 

4 Apa saja tugas dan fungsi pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten 

Probolinggo ? 

Jawaban : 

 

Kepala Badan 
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1. Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang 

dibidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Badan mempunyai fungsi : Penyusunan kebijakan teknis 

pengelolaan keuangan daerah, Pelaksanaan tugas pengelolaan 

keuangan daerah dibidang anggaran, perbendaharaan dan verifikasi, 

akuntansi, aset serta pendapatan, Pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan pelaksanaan tugas teknis pengelolaan keuangan daerah, 

Pembinaan teknis pengelolaan keuangan daerah, Pembinaan 

terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan UPT, Pelaksanaan 

fungsi lain yang diberikan oleh Bupati. 

Sekretaris 

1. Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan rumusan, 

mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan, pemantauan, 

evaluasi, pelaporan, pembinaan dan memberikan pelayanan 

administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan 

program dan laporan. 

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Sekretaris mempunyai fungsi : Pengoordinasian dan penyusunan, 

pembinaan, pemantauan, evaluasi rencana program dan kegiatan, 
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Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah dan pengelolaan informasi, Pemantauan, evaluasi 

dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan, Pengoordinasian, 

pembinaan dan pengendalian penataan organisasi dan tatalaksana, 

Pembinaan, pemberian dukungan dan pengawasan administrasi 

umum, meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, 

kerumahtanggaan, kehumasan dan barang milik daerah, kearsipan 

dan dokumentasi, Penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian, 

monitoring dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP), 

Pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan, 

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan. 

Kepala Bidang Anggaran 

1. Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas mengoordinasikan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penyusunan dan 

evaluasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah 

dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan, Belanja Daerah 

dan Perubahan Anggaran Pendapatan serta Belanja Daerah. 

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Bidang 

Anggaran mempunyai fungsi : Penyusunan perencanaan teknis 

bidang Anggaran, Pembinaan dan pengendalian teknis terhadap 
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perumusan kebijakan Anggaran, Pengendalian dan 

pengkoordinasian teknis terhadap pelaksanaan penyusunan 

Anggaran, Pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan pengendalian teknis 

dalam rangka 

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta 

perubahannya, Pembinaan kepada Perangkat Daerah dalam rangka 

fasilitasi penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah dan SKPKD, Pelaksanaan 

koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di 

bidang Anggaran, Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 

Kepala Badan. 

Kepala Bidang Perbendaharaan 

1. Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas merumuskan dan 

melaksanakan kebijakan teknis perbendaharaan. 

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi : Perumusan dan 

penyusunan kegiatan perbendaharaan, Pengendalian atas penerbitan 

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pengendalian pengelolaan Gaji 

ASN, Pembinaan pengelolaan keuangan daerah, Pembinaan 

pengelolaan kas daerah, Pelaksanaan koordinasi kerjasama instansi atau 

lembaga terkait perbendaharaan, Perumusan dan penyusunan kegiatan 
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penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah, 

Perumusan dan penyusunan kegiatan pengelolaan data dan 

implementasi SIPD, Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 

Badan. 

Kepala Bidang Akuntansi 

1. Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas merumuskan dan 

melaksanakan kebijakan teknis akuntansi pendapatan, akuntansi belanja 

dan akuntansi selain kas serta penyusunan laporan keuangan daerah. 

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Bidang Akuntansi mempunyai fungsi : Penyusunan perencanaan 

teknis bidang akuntansi, Pembinaan dan pengendalian teknis terhadap 

perumusan kebijakan akuntansi, Pengendalian dan pengoordinasian 

teknis terhadap pelaksanaan system akuntansi Pemerintah Daerah dalam 

rangka penyusunan laporan keuangan daerah, Pengoordinasian 

penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD dan BLUD, dalam 

rangka pelaksanaan konsolidasian entitas akuntansi dan entitas 

pelaporan, Pengoordinasian dan penyusunan Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD, Penyusunan tanggapan terhadap LHP BPK atas 

Laporan Keuangan Daerah, Pengoordinasian, sinkronisasi dan 

penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah, 

Penyusunan analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, 
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Penyusunan Sistem Prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan 

pemerintah daerah, Pengoordinasian dan penyusunan statistic keuangan 

pemerintah daerah, Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau 

lembaga terkait lainnya dibidang akuntansi, Pelaksanaan fungsi lain 

yang diberikan oleh Kepala Badan. 

Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah 

1. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas 

merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Pengelolaan Barang 

Milik Daerah 

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi : 

Perumusan kebijakan penyusunan Standar Harga, Standar Barang Milik 

Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah, Perumusan 

kebijakan penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah, 

Perumusan kebijakan pengelolaan barang milik daerah, Perumusan 

kebijakan penatausahaan barang milik daerah, Pelaksanaan 

inventarisasi barang milik daerah, Pelaksanaan pengamanan barang 

milik daerah, Pelaksanaan penilaian barang milik daerah, Pelaksanaan 

pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah, 

Pelaksanaan optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, 

pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik 



79 
 

Daerah, Pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan 

Barang Milik Daerah, Pelaksanaan penyusunan laporan Barang Milik 

Daerah, Pelaksanaan pembinaan pengelolaan Barang Milik Daerah, 

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 

Kepala Bidang Pendapatan 

1. Kepala Bidang Pendapatan mempunyai tugas merumuskan dan 

pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Pendapatan daerah serta lain-lain 

pendapatan asli daerah yang sah. 

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Bidang Pendapatan mempunyai fungsi : Perumusan rencana dan 

kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah, Pengidentifikasian dan 

menganalisa data potensi pendapatan daerah, Pelaksanaan kebijakan 

intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah, 

Pengoordinir pengelolaan pendapatan daerah, Pelaksanaan pendataan 

dan penetapan pendapatan daerah, Pelaksanaan pemungutan pajak 

daerah dan penagihan piutang daerah, Pelaksanaan, pengawasan dan 

penindakan penerimaan/pendapatan, Pelaksanaan fungsi lain yang 

diberikan oleh Kepala Badan 

UPT 

 Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi serta Uraian Tugas dan 

Fungsi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371 ayat (1) huruf i 
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ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

5 Bagaimana prosedur pada pengelolaan keungan daerah dalam rangka 

merancang APBD ? 

Jawaban : 

 

Perinsipnya dalam penyusunan laporan anggaran pendapatan dan belanja 

daerah itu ada kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah itu ada 3 hal 

yang harus kita pahami yang pertama proses penganggaran, perencanaan 

kemudian yang kedua proses penatausahaan yang ketiga proses pelaporan 

keuangan yang didalamnya kaitannya dengan laporan keuangan yaitu di 

akuntansi. Terkait proses pengelolaan keuangan daerah itu bahwasanya kita 

selaku koordinator di Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset 

Pemerintah Kabupaten Probolinggo (BPPKAD) disini di pemerintah 

Kabupaten Probolinggo ada yang Namanya Tim Anggaran Pemerintah 

Daerah (TAPD) yang di ketuai oleh Bapak Sektretaris Daerah kemudian 

asisten 1, 2, 3 kemudian kepala BPPKAD kemudian bapak inspektur 

kemudian kepala BAPPEDA kemudian ada kami para KABID di BPPKAD 

mulai dari Kabid Anggaran kemudian ada Kabid Perbendaharaan, Kabid 

Akuntansi, Kabid Asset, Kabid Pendapatan sama Sekretaris disitu ada TAPD 

mengakomodir usulan-usulan anggaran dari masing-masing Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) dikita ada kurang lebih 55 OPD, 55 OPD itu 

didalamnya sudah ada 24 kecamatan 5 kelurahan sisanya itu dimulai dari 

Dinas, Dadan, Bagian diidalamnya total ada 55 OPD. Jadi 55 OPD itu 

mengusulkan kegiatan program dan kegiatan masing-masing pada OPDnya 

masing-masing kemudian diusulkan ke TAPD, setelah usulan itu masuk baru 

kita lakukan verifikasi. Usulan-usulan itu yang dinamakan  Rencara Kegiatan 
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Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari usulan-usulan 

RKA masing-masing OPD itu kemudian oleh TAPD dilakukan verifikasi 

apakah yang sudah diusulkan oleh OPD sudah sesuai atau tidak? Apakah 

sesuai kebutuhan atau tidak? Apakah sesuai dengan regulasi atau aturan 

tidak? Itu kita rumuskan kita verifikasi, dari proses RKA itu dinamakan 

proses perencanaan penganggaran dari usulan-usulan itu apakah itu sudah 

sesuai dengan Standar Harga Satuan (SHS) karena didalam pemerintah 

kabupaten Probolinggo itu di BPPKAD itu menyusun yaitu Standart Harga 

Satuan, Standart Harga Satuan itu isinya kaitannya dengan misalnya 

pemberian honor pemberian itu ada batasannya, kemudian yang kedua 

kaitannya dengan perjalanan dinas ini berkaitan dengan berapa nominalnya 

untuk perjalanan dinas ke dalam daerah, luar daerah, luar provinsi itu ada 

standarnya  lalu kemudian penyusunan kaitannya dengan pemberian honor 

kemudian honor pengadaan barang dan jasa kemudian honor GTT, honor 

PTT yang non PNS semua itu sudah tertuang dalam peraturan bupati yaitu 

SHS. Yang harus dipedomani oleh OPD yaitu SHS pada saat menentukan 

harga satuan di penyusunan RKA, setelah itu masuk semua ada batas 

waktunya dilakukan verifikasi setelah proses itu selesai baru kemudian 

dimunculkan DPA yaitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran itu pada saat 

penetapan peraturan daerah APBD untuk tahun berikutnya setelah itu di Doc 

DPA-nya kemudian OPD melakukan proses pelaksanaan kegiatan. Tahap 1 

ini diperencanaan penganggaran telah selesai kemudian kita masuk diproses 

penatausahaan, proses itu berkaitan dengan proses peng-SPJ an proses peng-

SPJ an ini ada mekanismenya ada yang melalui mekanisme GU ada yang 

menggunakan mekanisme LS itu tertuang dalam permendagri 77 tahun 2021 

tentang pengelolaan keuangan daerah jadi pedoman kaitannya dengan proses 

penata usahaan yaitu di PERMENDAGRI 77 tahun 2021 itu sudah mulai 

pengajuan SPJ baik GU baik LS disitu didalamnya ada pengajuan gaji 

pengajuan kegiatan, kegiatan itu macam-macam ada kegiatan yang kaitannya 
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dengan sosialisasi kemudian ada bimbingan teknis ada perjalanan dinas 

kemudian ada pengajuan dokumen kontrak proses pengajuan barang dan jasa 

disitu didalamnya ada mulai dari proses pengadaan barang, pengadaan 

kontruksi didalamnya ada gedung bangunan kemudian dokumen pengadaan 

barang misalnya pembelian alat-alat berat, alat-alat ringan dan sedang 

kemudian pembelian kendaraan semua itu prosesnya melalui proses 

penatausahaan kalau dokumen kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa 

itu semua sudah ada aplikasinya yang dinamakan E-Katalog jadi semua 

proses ada disitu mulai dari proses pengadaan makan dan minum kaitannya 

dengan bekerjasama dengan pihak catering, proses-proses penatausahaan itu 

/ peng-SPJ an dari masing-masing OPD ini mengusulkan yaitu dalam bentuk 

dokumen SPB dan SPM yaitu surat permintaan pembayaran dan surat 

perintah membayar diajukan ke BPPKAD setelah itu baru dari BPPKAD ini 

kita buat dokumen SP2D yaitu Surat Perintah Pencairan Dana, surat itu kita 

terbitkan lalu kemudian dilakukan proses transfer uang dari RKUD Rekening 

Kas Umum Daerah yang dikelola oleh pihak BANK JATIM kemudian 

ditransfer ke masing-masing usulan OPD itu terkait proses pembayaran. 

Proses penatausahaan ini sudah selesai lalu proses yang terakhir yaitu di 

proses pelaporan keuangan di akuntansi, proses pelaporan keuangan di 

akuntansi ini tugas dan fungsinya yang paling dominan yaitu melakukan 

rekonsiliasi jadi pada saat tahun berjalan itu melakukan rekonsiliasi mulai 

dari pendapatan kemudian belanja sama pembiayaan kita lakukan proses 

rekonsiliasi ini bulanan mulai dari bulan januari sampai dengan desember, 

setelah nanti tutup tahun kemudian kita lakukan proses pelaporan keuangan 

yaitu laporan keuangan daerah. Laporan keuangan daerah itu memuat 7 

laporan mulai dari laporan realisasi anggaran, laporan neraca, laporan 

operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran 

lebih, laporan arus kas dan yang terakhir adalah catatan atas laporan 

keuangan, kita susun laporan keuangan daerah ini setelah itu kita serahkan 
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ke BPK untuk dilakukan audit pemeriksaan BPK ini ada 2 yaitu pemeriksaan 

audit intern dan audit rinci lalu pada saat kita menyerahkan laporan ke BPK 

itu Namanya laporan keuangan daerah unaudited setelah itu BPK turun untuk 

memeriksa semua transaksi yang ada di Kabupaten Probolinggo semua OPD 

plus kecamatan dan kelurahan, juga dana desa semuanya di priksa kurang 

lebih dalam waktu 35 hari diperiksa. Setelah proses pemeriksaan nantinya 

akan keluar opini BPK ada 4 yaitu opini tertinggi itu wajar tanpa 

pengecualian, kedua wajar dengan pengecualian, ketiga tidak memberikan 

pendapat, keempat disclamer dan Kabupaten Probolinggo bisa 

mempertahankan opini tertinggi sebanyak 9 kali berturut-turut. Walaupun 

telah mendapatkan 9 kali opini tertinggi bukan berarti kami berpuas diri 

malah tantangan kedepannya semakin berat karena semakin kita 

mempertahankan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) saringan pemeriksaan 

semakin ketat semakin rinci semakin detail jadi kita yang berada di BPPKAD 

beserta para pimpinan dan jajaran mulai dari pimpinan tertinggi sampai 

kebawah kerja keras supaya pengelolaan keuangan daerah yang ada di 

kabupaten probolinggo bisa tertip administrasi, transparan dan akuntabel. 

6 Apakah ada kendala dipengelolaan keuangan daerah dalam merancang 

APBD ? 

Jawaban : 

 

Kendala itu banyak yang harus dipahami, yang pertama bahwa kemampuan 

SDM dimasing-masing OPD itu tidak sama, kemampuannya tidak sama yang 

pertama dikarenakan latar belakang Pendidikan yang tidak sama ada yang 

dari Sarjana Sosial ada yang dari Sarjana Pertanian, ada yang dari Sarjana 

Peternakan kemudian ada yang dari Sarjana Ekonomi, ada yang dari Sarjana 

Teknik dari latar belakang Pendidikan yang tidak sama itu menyebabkan 

pemahaman yang ada dimasing-masing OPD tidak sama tapi kami tidak 

berkecil hati bahwa sanya bagaimana cara kita untuk memahami persepsi 
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yang sama salah satunya di BPPKAD itu dilakukan kegiatan bimbingan 

teknis kaitannya dengan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) semua 

OPD ada bimbingan teknis, ada bimbingan yang berkaitan dengan 

penyusunan RKA, kemudian ada bimbingan teknis kaitannya dengan 

pemahaman penyusunan Standar Harga Satuan (SHS) itu kita lakukan 

semacam bimbingan teknis karena apa? Biar nanti pada saat penyusunan 

RKA itu biar satu jadi hasil output dan outcome nya itu sama jadi tidak 

berbeda itu yang pertama kaitannya dengan kemampuan keterbatasan SDM. 

Yang kedua kekurangan SDM, dimasing-masing OPD itu kadang kala 

walaupun ada istilah Kasubag Perencanaan tapi ada yang kurang ada yang 

tidak ada pegawainya jadi ya pegawai ini yang menyebabkan kendala. Yang 

ketiga kaitannya dengan sering bergantian personil seperti mutase, baru 

sebentar sudah diganti itulah yang menyebabkan kondisi yang ada di 

Kabupaten Probolinggo itu agak sedikit mengalami kendala tetapi untuk saat 

ini kami sudah ada proses regenerasi supaya kemudian adanya perpindahal 

tersebut tidak asal jadi kalau ada satu  pegawai kurang lebih 5 tahun 

maksimal itu bisa berjalan dengan cepat. 

7 Terkait Pengelolaan keuangan daerah , Bagaimana partisipasi masyarakat? 

Jawaban : 

 

Terkait partisipasi masyarakat dalam laporan keuangan daerah, partisipasi 

masyarakat ada istilahnya itu musyawarah perencanaan pembangunan yang 

lini sektor itu ada di BAPEDA, jadi meliputi BAPEDA dilibatkan semua. 

Semua elemen masyarakt, jadi usulah-usulan itu tidak hanya ditatanan 

Kabupaten tapi sudah meliputi tatanan didesa mulai dari RT/RW, Kelurahan, 

Desa kemudian masuk ke Kecamatan semua itu ditampung kaitannya dengan 

pokok pikiran apa saja yang menjadi titik perhatian yang ada di lapangan 

mulai dati tingkat RT/RW semua di akomodir melalui kecamatan kemudian 

disampaikan melalui musyawarah perencanaan pembangunan, keduan di 
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godok kemudian permasalaha-permasalahan itunanti akan di distribusikan 

sesuai dengan kebutuhan yang ada di masing sendiri OPD misalnya 

kaitannya dengan dana desa, dana desa ini titik sektornya di dinas 

pemberdayaan masyarakat desa kemudian kaitannya dengan bagian 

pemerintahan itu kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang ada di kelurahan, 

desa semua itu sudah bersinergi. 

8 Apakah masyarakat terlibat aktif dalam mengetahui pengelolaan keuangan 

daerah ? 

Jawaban : 

 

Kalau terlibat aktif pada saat penyusunan laporan keuangan daerah tidak, tapi 

semua itu berawal dari bawah misalnya kegiatan-kegiatan dari dana desa, 

dana desa itu lini sektor kan di dinas pemberdayaan masyarakat desa jadi 

kegiatan-kegiatan yang program pemerintah pusat lalu ditransfer ke 

pemerintah daerah kemudian itu sudah tertuang dalam kegiatan-kegiatan 

yang ada di desa karena didesa itu ada istilahnya Anggaran Pendapatan 

Belanja Daerah Desa (APBD Desa) dan dari masing-masing desa itu 

kebutuhannya apa misalnya kaitannya dengan pelebaran jalan kemudian 

pemasangan paving kemudian pendirian posyandu, pembangunan 

puskesmas, pembangunan gapura itu semua difasilitasi melalui dana desa. 

Dari dana des aitu kebutuhan-kebutuhan yang ada didesa diakomodir oleh 

APBD Desa kemudian itu sudah masuk program dan kegiatan yang ada di 

Kabupaten Probolinggo. 

9 Menurut bapak , apakah bentuk pertanggujawaban dari pemerintah daerah 

kepada masyarakat sudah dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan , 

dimana harus menerapkan prinsip Transparansi dan Akuntabilitas ? 

Jawaban : 
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Terkait dengan peran dari pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten 

Probolinggo kita sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku tetapi tidak dipungkiri kita masih banyak kekurangan dan banyak 

kelemahan, harapannya kedepannya kita sebagai Aparatur Sipil Negara 

(ASN) harus melibatkan secara aktif peran dari masyarakat karena kita 

sebagai ASN yaitu pelayan yang melayani masyarakat bukan berarti karena 

pejabat lalu seenaknya sendiri tidak, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat 

itu harus kita penuhi makadari itu aspirasi khususnya yang dari bawah itu 

harus kita akomodir supaya Kabupaten Probolinggo itu bisa lebih baik 

dengan Kabupaten yang ada di sekitarnya. 

10 Apakah masyarakat dapat ijin dalam mengakes mengenai pengelolaan 

keuangan daerah , yaitu realisasi atau laporan pertanggungjawaban , seperti 

website atau link yang lamgsung dari pemerintah daerah ? 

Jawaban : 

 

Kaitannya dengan informasi laporan keuangan daerah itu sudah dikoordinir 

lini sektornya yaitu di Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO), 

di Dinas KOMINFO itu informasi apa saja mereka minta kepada kami 

khususnya di BPPKAD mereka minta apa saja kaitannya dengan laporan 

keuangan daerah kita beri softcopy nya kemudian mereka menyebarkannya 

di dalam website DISKOMINFO dan kita sudah melakukan juga ini tidak 

hanya terjadi di tahun ini tetapi sudah di tahun-tahun sebelumnya informasi 

seperti itu, ada website nya dan ada linknya. 
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Lampiran 2 Kartu Bimbingan Skripsi 
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Lampiran 3 Surat Ijin Penelitian 
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Lampiran 4 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Probolinggo Tahun 2017 
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Lampiran 5 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Probolinggo Tahun 2018 
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Lampiran 6 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Probolinggo Tahun 2019 
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Lampiran 7 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Probolinggo Tahun 2020 
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Lampiran 8 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Probolinggo Tahun 2021 
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Lampiran 9 Hasil Jurnal Turnirin 


